
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA 
BADUNG 

Nomor Telepon : 0361-9006959

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good 
Corporate Governance) di PT. BPR KITA pada tahun 2021 telah 
membawa perkembangan yang  positif dengan meningkatnya 
kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di 
sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi 
COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.  BPR KITA 
memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan  Tata Kelola 
sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas 
Jasa Keuangan) sehingga BPR KITA dapat terus tumbuh secara 
berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan 
khususnya di kota Surabaya.  Penerapan Tata Kelola yang Baik 
pada  BPR KITA didukung oleh integritas  yang tinggi melalui 
proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh 
tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris 
yang memiliki peranan sentral dalam  penerapan Penerapan Tata 
Kelola di lingkungan BPR KITA.BPR KITA telah beroperasi  lebih 
dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata 
Kelola dalam setiap kegiatan usahanya.  Prinsip-prinsip Tata Kelola 
yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung 
Jawab, Independensi  dan Kesetaraan.  Hal ini didorong oleh 
komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia 
layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten 
untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.  Dalam 
penerapan Tata Kelola, BPR KITA  selalu mengacu pada 3 (tiga) 
aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses  dan Hasil Tata Kelola.  
Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus 
Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk 
melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.Di sepanjang 2021 
dan untuk di tahun mendatang, BPR KITA terus berupaya untuk 
mewujudkan hal-hal tersebut melalui  penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang baik  (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.
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Form A.00.00
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin



No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

1

Agus Prima Wardana Dharma Putra Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama  yang telah lulus penilaian kemampuan dan 
kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 
Maret 2021  telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur 
dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan 
Bank, antara lain : 1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah 
maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank untuk dimintakan 
persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK 
sebagaimana dalam ketentuan OJK  2.Menetapkan kebijakan pelaksanaan GCG dan 
mencanangkan komitmen integritas serta memastiknan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam 
setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi 3.Membuat kebijakan 
remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan 4.Direktur Utama mengangkat pejabat 
eksekutif yang mennangani oeprasional dalam bentuk Asisten Direksi, pejabat eksekutif audit 
internal, PE Kepatuhan dana Manajemen Resiko 5.Menindaklanjuti hasil temuan audit internal, 
audit eksternal dan hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasn otoritas lain 6. Melakukan 
evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara 
periodic/terus menerus 7. Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara 
transparan 8.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan 
pemegang saham melalui RUPS. Direktur utama telah melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan 
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
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Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

a.Penerapan Tata Kelola  telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.b.Tingkat Kesehatan Bank telah 
dipertahankan dalam posisi sehat. c.Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia telah Melakukkan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh 
pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam  menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada  pegawai yang 
melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai  yang memberikan kontribusi positif bagi BPR KITA. d.Monitor secara ketat debitur yang 
terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan dan Direksi juga telah melakukan binaan secara intensif untuk menghindari kredit NPL dengan melakukan assesment setiap bulannya 
berupa Strest Test (Uji Ketahanan) untuk mengukur kemampuan nasabah.e.Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021.f.Semua temuan Audit 
Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing. g.Direksi telah melakukan 
upaya dalam penyaluran kredit dan memperluas tingkat pemasaran dan exspansi kredit yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian

No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

2

Ir I Gde Made Jaya Danu Direktur yang 
Menjalankan 

Fungsi 
Kepatuhan

Tugas dan tanggungjawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah lulus penilaian 
kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-213/KR.0812/2017 
pada tanggal 29 Desember 2017 perihal Laporan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan 
Fungsi Kepatuhan dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Chandra,SH di Denpasar dengan 
Akta Nomor 63 tanggal 28 Nopember 2017 yang dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan 
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank , antara lain : 1.Bertanggung 
jawab menetapkan langkah-langah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi 
peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip 
kehati-hatian 2. Memantau dan menjaga kegiatan BPR tidak menyimpang dari kegiatan 
perundang-undangan 3.Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen 
yang dibuat BPR kepada OJK  4.Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya 
Kepatuhan Bank 5.Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan 
ditetapkan oleh Direksi 6.Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank7.Meneliti kebenaran dan 
kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan 
8.Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pemasukan pendanaan baik berupa Tabungan dan 
Deposito9.Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahi langsung pejabat 
eksekutif manajemen resiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT 
 10.Pengawasan atas kepatuhan Unit kerja/pegawai dalam nenerapkan program APU PPT dan 
anggota direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan 
pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Direktur yang 
Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai 
kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar PT BPR KITA dan bertanggung jawab penuh 
atas pelaksanaan kepengur

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
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Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



PT BPR KITA telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi dan salah satu di antaranya menjabat sebagai direktur utama serta ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 
62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 62.Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengamalan pada industri perbankan dan telah lulus 
penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 perihal pengangkatan kembali Anggota Direksi dan 
telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra ,SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2022 di Denpasar.Anggota Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya dengan baik yang 
selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang ada.
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Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab

1

Ir Victoria Mardiana Komisaris Utama Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan 
Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai surat OJK Nomor S-288/KR.0811/2019 pada tanggal 22 
Agustus 2019 perihal Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di 
Notaris I Putu Chandra,SH adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut : 1.Dewan 
Komisaris wajib melaksanakan tugas , tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen 
sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak 
manapun 2.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
kebijakan strategis perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 3. Dewan Komisaris 
melakukan rivew pelaksanaan pengawasan, Hasil Rivew dituangkan dalam bentuk rekomendasi 
dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan 
keputusan.Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan 
diri 4.Setiap anggota Dewan Komisaris  dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 
menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 5.Dewan Komisaris wajib memastikan 
terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi 6.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah 
menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor 
Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain

2

Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris : 1.Wajib memberitahukan kepada OJK paling 
lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang 
keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan 
kelangsungan usaha perseroan 2.Anggota Dewan Komisaris , baik bersama-sama maupun 
sendiri-sendiri , setiap waktu pada jam kerja perseroan berhak memasuki bangunan dan 
halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa 
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang 
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh 
Direksi 3.Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran 
Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan 
sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka 4.Dewan 
Komisaris wajib : Membuat risilah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta 
memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selam tahun buku yang 
baru lampau kepada RUPS 5.Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib 
Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 6.Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan kewajiban, tugas , tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan 
Anggaan Dasar, pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk lebih gencar lagi didalam penyaluran kredit yang sehat dengan cara memperluas dan meningkatkan pemasaran kredit, 
serta melakukan penawaran penambahan plafon kredit kepada debitur- debitur lama yang baik di samping tetap mempertahankan kinerja yang sudah terlaksana dan agar dalam 
pemasaran kredit agar senantiasa mengukur kemampuan daya bayar serta jaminan tidak bermasalah yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

PT BPR KITA memiliki  2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satu di antaranya menjabat sebagai komisaris utama dan ketentuan lainnya yang sudah sesuai dengan POJK 
62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pasal 65.Penugasan Anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai 
surat OJK Nomor S-288/KR.0811/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 perihal pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan telah dibuatkan Akta di Notaris I Putu Candra,SH Nomor 52 
tanggal 24 Juni 2019 dan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2019 di Denpasar. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dengan 
melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemn risiko serta 
permohonan kredit untuk pihak terkait dan Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyukseskan rencan bisnis Bank PT BPR KITA yang dituangkan 
dalam laporan evaluasi rencana bisnis Bank.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
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Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil 

BPR tidak memiliki komite
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Form A.01.31
Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



BPR tidak memiliki komite
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Form A.01.32
Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



BPR tidak memiliki komite

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:19:02 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.01.33
Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham Anggota Direksi sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Keloa Bagi Bank Perkreditan Rakyat, 
SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat 
dan POJK No 62/POJK.03/2020 tentan Bank Perkreditan Rakyat pasal 64 dimana persentase kepemilikan saham tidak lebih dari  25 (dua puluh lima 
perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayorita di lembaga jasa keuangan lain.

No Nama Anggota Direksi Nominal (Rp) Persentase Kepemilikan (%)

1 Agus Prima Wardana Dharma Putra 140.000.000 7,00
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Form A.02.10
Kepemilikan Saham  Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan  Perusahaan lain

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain
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Form A.02.20
Kepemilikan Saham  Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR 

No Nama Anggota Direksi Hubungan Keuangan

Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 Agus Prima Wardana Dharma Putra tidak ada tidak ada tidak ada

2 Ir I Gde Made Jaya Danu tidak ada tidak ada tidak ada
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Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR KITA memiliki 2 orang Direksi dimana salah satu Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris. Hal tersebut telah mengacu pada POJK 62/POJK.03/2020 pasal 64 tentang Bank 
Perkreditan Rakyat dan dapat dijelaskan bahwa Direktur Utama PT BPR KITA tidak memiliki hubungan keluarga antara Komisaris dan Pemegang Saham sedangkan Hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan 
Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M  dengan Komisaris Utama Ibu Ir.Victoria Mardiana adalah Ipar (istri dari Kakak Kandung yang juga merupakan pemegang saham di PT BPR KITA) dan 
hubungan keluarga Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bapak Ir. I Gde Made Jaya Danu M.M dengan Pemegang Saham Bapak Ir. I Gede Wayan Margasunu adalah Kakak Kandung.

Hubungan Keluarga

No Nama Anggota Direksi Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris Pemegang Saham

1 Agus Prima Wardana Dharma Putra tidak ada tidak ada tidak ada

2 Ir I Gde Made Jaya Danu tidak ada Ir Victoria Mardiana  - Ipar Ir I Gede Wayan Margasunu  - Kakak Kandung 
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Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR 

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR
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Form A.04.10
Kepemilikan Saham  Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak memiliki kepemiliki saham Dewan Komisaris dengan BPR Lain dan Perusahaan Lain 

No Nama Anggota Dewan Komisaris Nama Perusahaan Lain Persentase Kepemilikan (%)

1
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Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan 
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan anggota Dewan Komisaris lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota Direksi tidak ada 
sedangkan hubungan keuangan Komisaris Ibu Ir.Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah menerima penghasilan dimana Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu 
merupakan suami dari Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dan Hubungan Keuangan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi, SE dengan Anggota Komisaris Lainnya tidak ada, hubungan keuangan dengan Anggota 
Direksi lainnya tidak ada sedangkan hubungan keuangan komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut Arjaya adalah Bantuan Keuangan dimana Bapak Ida Bagus 
Ketut Arjaya merupakan orang tua kandung dari Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE 

No Nama Anggota Dewan Komisaris Hubungan Keuangan

Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Ir Victoria Mardiana tidak ada tidak ada Ir I Gede Wayan Margasunu - Menerima 
Penghasilan 

2 Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE tidak ada tidak ada Ida Bagus Ketut Arjaya  - Bantuan Keuangan 

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:29:38 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan 
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lainnya tidak ada, Hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Anggota Direksi Bapak Ir I Gde 
Made Jaya Danu adala Ipar (Adik Kandung Pemegang Saham) sedangkan hubungan Komisaris Ibu Ir Victoria Mardiana dengan Pemegang Saham Bapak Ir I Gede Wayan Margasunu adalah suami. Hubungan 
Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Anggota Direksi tidak ada sedangkan hubungan keluarga Dewan Komisaris Ibu Ida Ayu Indah Utami Dewi dengan Pemegang Saham Bapak Ida Bagus Ketut 
Arjaya adalah Ayah Kandung. 

Hubungan Keluarga

No Nama Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris Lain Anggota Direksi Pemegang Saham

1 Ir Victoria Mardiana tidak ada Ir I Gde Made Jaya Danu  - Ipar Ir I Gede Wayan Margasunu  - suami

2 Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE tidak ada tidak ada Ida Bagus Ketut Arjaya  - Ayah Kandung 

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:29:58 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang 
Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.Pengungkapan paket/kebijakan 
remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan 
jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang 
ditetapkan berdasarkan RUPS  dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris.

No Jenis Remunerasi
(Dalam 1 Tahun) Direksi Dewan Komisaris

Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp) Jumlah Orang Jumlah Keseluruhan (Rp)

1 Gaji 2 691200000 2 235520000

2 Tunjangan 2 108000000 0 0

3 Tantiem 0 0 0 0

4 Kompensasi berbasis saham 0 0 0 0

5 Remunerasi lainnya 2 90950000 2 26940000

Total 890150000 262460000

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:30:15 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.06.10
Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang 
Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan 
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi yang mana Direktur yang 
membawahkan fungsi kepatuhan dalam Asuransi Kesehatan  menanggung 4 orang anggota keluarga (istri dan 3 orang anak), anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, 
kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS  dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari 
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

No Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)

Direksi Dewan Komisaris

1 Perumahan tidak ada tidak ada

2 Transportasi Kendaraan Dinas (2) tidak ada

3 Asuransi Kesehatan BPJS   (2) BPJS (2)

4 Fasilitas lainnya DPLK (2) tidak ada

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:32:10 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.06.20
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR KITA dalam rasio gaji tertinggi dan gaji terendah telah mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi 
Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata 
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 75 tentang penerapan fungsi kepatuhan perhitungan gaji tertinggi dan terendah selama 1 tahun di tahun 
2021.

Perbandingan

No Keterangan  (a/b) 1

1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 5,19 1

2 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan  gaji anggota Direksi yang terendah (b) 1,25 1

3 Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan  gaji anggota Dewan Komisaris yang 
terendah (b)

1,30 1

4 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b) 3,33 1

5 Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b) 2,04 1

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:32:44 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai dengan ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.3/2015 pasal 
35 tentang Penerapan Tat Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

No Tanggal Rapat Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan

1

20-04-2021 2 Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan I Tahun 2021 
sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan I 2.Isu-isu strategis 
BPR 3.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR 4.Pengkinian data dan APU PPT 5.Hasil 
evaluasi KAP Johan Malindo & Rekan Tahun 2020

2

13-07-2021 2 Agenda rapat adalah pengawasan operasional PT BPR KITA periode Triwulan II Tahun 2021 
sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan II 2.Isu-isu strategis 
BPR 3.Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis BPR 4.Kebijakan pengelolaan sisten manajemen 
anti penyuapan dan kebijakan audit internal

3

18-10-2021 2 Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan III Tahun 2021 
sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan III 2.Pembahasan 
Rencana Bisnis BPR Tahun 2022 3.Isu-isu strategis BPR 4.Evaluasi /penetapan Kebijakab 
Strategis BPR. 

4
18-01-2022 2 Agenda rapat adalah pengawasn operasional PT BPR KITA periode Triwulan IV Tahun 2021 

sebagai berikut : 1.Pelaksanaan dan Realisasi Rencana Bisnis BPR Triwulan IV 2.Isu-isu strategis 
BPR 3.Evaluasi /penetapan Kebijakab Strategis BPR. 

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:16:35 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2021 kehadiran Dewan Komisaris dilakukan secara fisik dengan datang langsung kekantor dan sacara teknologi telekonferensi dengan 
agenda kerja memberikan persetujuan, melakukan pemantauan,berdiskusi dan mengevaluasi kegiatan maupun laporan-laporan PT BPR KITA di 
tahun 2021.

No Nama Anggota Dewan Komisaris Frekuensi Kehadiran Tingkat Kehadiran (dalam %)

Fisik Telekonferensi

1 Ir Victoria Mardiana 0 4 100,00

2 Ida Ayu Indah Utami Dewi,SE 4 0 100,00

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:16:10 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.08.20
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama periode tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraund) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris , Dewan Direksi,Anggota Pengawai Tetap dan Anggota Pegawai 
Tidak Tetap pada PT BPR KITA 

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh

Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun 
Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 

Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 
Sebelumnya Tahun Laporan Tahun 

Sebelumnya Tahun Laporan

Total Fraud 0 0 0 0 0 0 0 0

Telah Diselesaikan 0 0 0 0

Dalam Proses Penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0

Belum Diupayakan Penyelesaiannya 0 0 0 0 0 0 0 0

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum 0 0 0 0

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:15:31 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil 

Permasalahan Hukum Jumlah (satuan)

Perdata Pidana

Telah Selesai
(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

0 0

Dalam Proses Penyelesaian 0 0

Total 0 0

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:12:28 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil 

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 09:58:27 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil 

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 09:59:45 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form A.12.00
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Nama BPR : PT. BPR Kita

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALUNG KUTA UTARA 
BADUNG 

Nomor Telepon : 0361-9006959

Modal Inti BPR : 8.086.441.269,00

Total Aset BPR : 63.927.953.600,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,1

Peringkat Komposit : 1

Analisis : Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa 
berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas 
pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan 
dengan baik.  Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata 
Kelola bahwa salah satu Dewan Komisaris memiliki hubungan 
keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur yang 
Membawahkan Fungsi Kepatuhan.Selanjutnya, faktor positif aspek 
Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah 
dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR 
senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan 
kesadaran risiko.  Sementara faktor Negatif aspek Struktur Tata 
Kelola  bahwa  untuk mendukung tugas pengawasan Komisaris 
dalam mengarahkan,memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
kebijakan strategi Bank sudah berjalan namum belum efektif oleh 
karena salah satu Dewan Komisaris berada diluar Provinsi Bali dan 
salah satunya lagi berada di wilayah Provinsi Bali dimana Bagi 
Dewan Komisaris yang berada di wilayah Provinsi Bali akan 
mengarahkan,memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan 
strategi BPR serta pertanggungjawaban Direksi dalan Penerapan 
Tata Kelola agar kehadiran lebih dioptimalkan sehingga tugas 
komisaris menjadi lebih efektif.Selanjutnya, dari sisi faktor positif 
aspek Hasil Tata Kelola  bahwa Bank masih dapat beroperasi 
dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan 
permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian 
dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan 
kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek  negatif aspek Proses 
Tata Kelola adalah laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 
secara berkala Direktur YMFK kepada Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris belum terlaksana dimana Direktur YMFK akan menyusun 
laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala 
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk setiap 
tahunnya paling lambat Agustus 2022 untuk memperkuat 
Penerapan Tata Kelola di PT BPR

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:00:13 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 1

Form B.00.00
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan 
Tata Kelola BPR
Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin



Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Penjumlahan
S + P + H

Total Penilaian  
Faktor Kesimpulan

Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Direksi 

0,200 0,75 0,40 0,10 1,25 0.250 Pelaksanaan tugas dan tanggung  jawab Direksi 
telah sesuai dengan ketentuan yang ada  dimana 
PT BPR KITA degan Modal Inti Kurang dari 
Rp.50M sudah memiliki 2 orang Direksi yang 
seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota 
yang sama dengan lokasi kantor pusat, tidak 
adanya rangkap jabatan pada perusahaan lain , 
adanya salah satu Direksi yang memliki hubungan 
keluarga dengan Komisaris Utama , tidak adanya 
Direksi yang menggunakan penasehat dan 
seluruh anggota Direksi sudah lulus uji 
kemampuan,  kepatutan yang telah diangkat 
melalui RUPS sesuai surat OJK nomor S-
145/KR.0812/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 
perihal pengangkatan kembali Anggoya Direksi 
dan telah dibuatkan akta di Notaris I Putu 
Candra,SH Nomor 28 tanggal 22 Januari 2022 di 
Denpasar dengan masa berakhir Akta tanggal 22 
Januari 2027. Dalam proses Penerapan Tata 
Kelola Direksi telah melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya  serta Dalam hasil penerapan 
tata kelola Direksi  selalu 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas , 
mengkomunikasikan segala kebijakan dan 
menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola 
sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 
POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan 
Rakyat.

1Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:00:45 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 6

Form B.00.01
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Penjumlahan
S + P + H

Total Penilaian  
Faktor Kesimpulan

Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris 

0,150 0,89 0,45 0,10 1,44 0.216 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris dalam Struktur dan Infrastruktur Tata 
Kelola  telah sesuai dengan ketentuan dimana PT 
BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50M  
sudah memiliki  2 orang Komisaris  yang tidak 
melampaui jumlah anggota Direksi. Dewan 
Komisaris telah lulus uji kemampuan dan 
kepatutan  yang diangkat melalui RUPS , salah 
satu Komisaris di PT BPR KITA bertempat tinggal 
di Provinsi yang sama dengan lokasi kantor 
pusat,tidak memiliki rangkap jabatan pada 
perusahaan lain,adanya hubungan keluarga 
Komisaris Utama dengan Direktur yang 
Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang selalu 
berpedoman dengan tata tertib yang mengatur 
etika kerja , waktu kerja dan rapat. Dalam Proses 
Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris 
melaksanakan pengawasan,pengarahan serta 
memantau terhadap tugas dan tanggung jawab 
Direksi, memberikan masukan ,selalu terlibat 
dalam pegambilan keputusan kegiatan 
operasional,menindaklanjuti temuan audit 
,melakukan pemantauan terhadap laporan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan rutin 
melaksanakan rapat Dewan Komisaris minimal 4x 
dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada 
dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank 
Perkreditan Rakyat.

Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau 
fungsi Komite 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000 PT BPR KITA tidak memiliki Komite Audit, Komite 
Pemantauan Risiko, komite Remunerasi dan 
Nominasi  namun hanya memiliki Pejabat 
Eksekutif.

2Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:00:45 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 6

Form B.00.01
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Penjumlahan
S + P + H

Total Penilaian  
Faktor Kesimpulan

Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 0,100 0,50 0,40 0,10 1,00 0.100 PT BPR KITA tidak pernah mengambil tindakan 
yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan 
BPR serta tidak terdapatnya transaksi yang 
mengandung benturan kepentingan pada PT BPR 
KITA sesuai dengan ketentuan yang ada dan 
sesuai dengan kebijakan standar prosedur 
operasi pengaturan benturan kepentingan 

Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 0,100 0,50 0,40 0,17 1,07 0.107 Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam Struktur dan 
Infrastruktur Tata Kelola bahwa anggota Direksi 
yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT 
BPR KITA tidak menangani penyaluran 
dana,memahami betul peraturan OJK, memiliki 1 
orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi 
kepatuhan dan sudah memiliki kebijakan 
,ketentuan serta selalu menyempurnakan sistem 
maupun prosedur. Dalam proses penerapan Tata 
Kelola selalu melakukan upaya terciptanya 
budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan 
pelatihan serta penyampaian pelaporan secara 
tepat waktu  kepada OJK. Sedangkan dalam Hasil 
Penerapan Tata Kelola sudah berjalan sesuai 
dengan ketentuan dilihat dari tidak adanya 
pelanggaran yang dilakukan Bank dan tidak 
adanya kebijakan/keputusan Direksi yang 
Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
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Faktor Bobot Faktor Struktur Proses Hasil Penjumlahan
S + P + H

Total Penilaian  
Faktor Kesimpulan

Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 0,100 0,50 0,50 0,13 1,13 0.113 Penerapan Fungsi Audit Intern dalam struktur dan 
Infrastruktur Tata Kelola PT BPR KITA telah 
memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi 
audit intern. Dalam proses penerapan Tata Kelola 
PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit 
intern pada seluruh aspek kegiatan 
Bank,melaksanakan peningkatan mutu 
keterampilan SDM dalam kegiatan sosialisasi 
maupun pelatihan dan Dalam hasil penerapan 
Tata Kelola PE audit intern bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan fungsi audit serta 
menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-
pokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya 
secara tepat waktu. 

Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 0,025 0,50 0,40 0,10 1,00 0.025 Penerapan Fungsi Audit Ekstern dalam struktur 
dan Infrastruktur Tata Kelola yang mana PT BPR 
KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & 
Rekan dalam pelaksanaan Audit tahun 2020 
sampai sekarang dan penugasan audit kepada 
Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek 
legalitas perjanjian kerja serta melaporkan hasil 
audit KAP dan Management Letter posisi 31 
Desember 2021 kepada OJK. Sedangkan dalam 
hasil penerapan tata kelola  audit intern telah 
menggambarkan permasalahan BPR dan 
cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang 
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan 
OJK
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Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem 
pengendalian intern

0,100 0,50 0,46 0,15 1,11 0.111 Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem 
pengendalian Intern dimana PT BPR KITA telah 
memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab 
terhadap penerapan Fugsi Manajemen Risiko dan 
Bank telah memiliki kebijakan produk dan aktivitas 
baru. Dalam proses penerapan Tata Kelola 
Direksi telah menyusun atau mengevaluasi 
kebijakan Manajemen Risiko terhadap penerapan 
tata Kelola sedangkan Dewan Komisaris akan 
melakukan evaluasi terhadap pertangungjawaban 
Direksi terhadap penerapan Tata Kelola. PT BPR 
KITA telah menggunakan layanan Slik dalam 
rangka mendapatkan informasi kredit dan layanan 
Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi 
kebenaran data kependudukan nasabah yang 
termasuk dalam penerapan APU PPT  dan dalam 
Hasil Penerapan Tata Kelola Bank telah 
menyusun laporan Profil Risiko sesuai dengan 
ketentuan setiap tahunnya dan dilaporan kepada 
OJK.

Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit 0,075 0,50 0,40 0,10 1,00 0.075 Batas Maksimum Pemberian Kredit di PT BPR 
KITA terkait BMPK sudah ada dalam kebijakan 
PKPB dengan selalu melakukan evaluasi dan 
pengkinian kebijakan yang selalu memperhatikan 
prinsip kehati-hatian serta PT BPR KITA selalu 
menyampaikan laporan pemberian kredit kepada 
pihak terkait yang melampaui BMPK kepada OJK  
sedangkan sampai tahun 2021 belum ada 
pelanggaran dan/atau melampaui BMPK sesuai 
ketentuan OJK
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Faktor 10: Rencana bisnis BPR 0,075 0,50 0,40 0,10 1,00 0.075 Rencana Bisnis BPR dalam struktur dan 
infrastruktur Tata Kelola di PT BPR KITA telah 
menyusun RBB yang disetujui oleh Direksi dan 
Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan  Misi 
Bank  yang telah menggambarkan rencana 
strategis jangka panjang dan rencana bisnis 
tahunan termasuk rencana penyelesaian 
permasalahan Bank yang signifikan dan juga 
dalam RBB telah di dukung sepenuhnya oleh 
pemegang saham dimana Dewan Komisaris telah 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
RBB dan melaporkan kepada OJK.

Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non 
keuangan, serta pelaporan internal

0,075 0,50 0,40 0,10 1,00 0.075 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non 
Keuangan serta pelaksanaan internal di PT BPR 
KITA telah didukung oleh sistem informasi 
manajemen yang memadai sesuai dengan 
ketentuan,telah menyusun laporan keuangan 
publikasi dan laporan tahunan dalam proses 
penerapan Tata Kelola. Sedangkan dalam hasil 
penerapan PT BPR KITA telah sesuai dengan 
ketentuan dimana laporan tahunan ditandatangani 
oleh Direksi serta penyampaian laporan 
penanganan pengaduan dan penyelesaian 
pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan 
secara tepat waktu.

Nilai Komposit 1.1

Peringkat Komposit Sangat Baik
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota 
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota 
Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1 umlah Anggota Direksi PT BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Direktur Utama dan 1 Direktur yang 
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

2 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau 
kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di 
provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi 
lokasi Kantor Pusat BPR.

1 Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA bertempat tinggal di Kota yang sama dengan lokasi 
Kantor Pusat BPR 

3 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank 
dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).

1 Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non 
Bank atau lembaga lainnya

4 Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga  atau semenda 
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris.

4 Salah satu anggota Direksi memiliki hubungan keluarga antara Direksi yang Membawahkan 
Fungsi Kepatuhan dengan Komisaris Utama

5 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 
profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek 
yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya 
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, 
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; 
dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen 
yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

1 Tidak ada Direksi yang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional 
sebagai konsultan

6 Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah 
diangkat melalui RUPS  termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah 
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

1 Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah 
diangkat melalui RUPS 

Total nilai skala penerapan 9

Rata-rata 1,50

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,75
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak 
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan 
wewenang tanpa batas.

1 Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikan 
kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang

8 Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif 
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan 
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

1 Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE serta hasil pengawasan 
OJK san/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9 Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat 
waktu kepada Dewan Komisaris.

1 ireksi selalu menyediakan waktu kepada Komisaris dan telah menyampaikan Laporan Kinerja 
Realisasi  RBB setiap bulannya secara lengkap

10 Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 
berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai 
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan 
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

1 Setiap Keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang 
selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi 

11 Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak 
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi 
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1 ireksi PT BPR KITA tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga 
atauapun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR 

12 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam 
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini 
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain 
dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan 
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

1 Dalam Rangka peningkatan pengetahuan Direksi telah membudayakan pembelajaran secara 
berkelanjutan baik tentang perbankan maupun perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ 
lainnya

13 Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya 
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas 
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

1 Seluruh Anggota Direksi PT BPR KITA mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki 
antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian

14 Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi 
yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

1 Direksi PT BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib dalam melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya 

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 
saham melalui RUPS.

1 Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya Direksi PT BPR KITA selalu 
melaporkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui 
RUPS

16 Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan 
strategis BPR di bidang kepegawaian.

1 Direksi senantiasa mengkomunikasikan segala kenijakan kepada seluruh karyawan 

17 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan 
baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam 
rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

1 Hasil keputusan Direksi dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi atai Nota Dinas

18 Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi 
dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan 
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan 
pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

1 Terdapat peningkatan pengetahuan ,keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh 
pegawai hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPR serta penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi BPR

19 Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa 
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah 
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

1 Direksi PT BPR KITA selalu menyampaikan Laporan Penerapan Tata Keloa sesuai dengan 
ketentuan kepeda OJK secara Offline dan Online ,Asosiasi BPR dan Media atau majalah secara 
tepat waktu.

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10

5Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:02:36 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 6

Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



6Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:02:36 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 6

Form B.01.00
Faktor 1:  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 
paling sedikit 3 (tiga) orang.
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris 
paling sedikit 2 (dua) orang.

1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA adalah 2 orang yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 
Komisaris 

2 Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai 
ketentuan.

1 Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA tidak melampaui  jumlah anggota Direksi dan 
sesuai dengan ketentuan yang ada

3 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan 
telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan 
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan 
anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

1 Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT BPR KITA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan 
telah diangkat melalui RUPS 

4 Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi 
yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung 
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

1 Salah satu Komisaris PT BPR KITA bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan lokasi 
kantor pusat BPR

5 BPR memiliki Komisaris Independen:
a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan 
puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota 
Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), 
paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2 Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak 
wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

6 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan 
etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

1 Dewan Komisaris PT BPR KITA memiliki pedoman dan tata tertib yang mengatur etika kerja, 
waktu kerja dan rapat didalamnya 

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat 
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

1 Dewam Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 
BPR/Bank Umum

8 Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau 
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan 
Komisaris atau Direksi.

4 Salah satu Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan 
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

9 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota 
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen.

4 Belum ada/ memiliki Komisaris Independen 

Total nilai skala penerapan 16

Rata-rata 1,78

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,89

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain 
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan 
BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

1 Dewan Komisaris PT BPR KITA sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab serta memberikan rekomendasi masukan kepada Direksi

11 Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau 
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

2 Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan, pengarahan memantau dan mengevaluasi 
namun belum berjalan secara Konsisten.

12 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan 
operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait 
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian 
kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam 
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

1 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR

13 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, 
audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil 
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk 
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

1 Dewn Komisaris sudah memastikan maupun menindaklanjuti temuan audit kepada Direksi

14 Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan 
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh 
anggota Dewan Komisaris.

1 Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya serta menyelenggarakan rapat dewan komisaris secara optimal sesuai 
dengan ketentuan
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15 Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah 
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak 
tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan 
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

1 Setiap keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan 
mufakat

16 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, 
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, 
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain 
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

1 Dewan Komisaris PT BPR KITA  tidak pernah memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, 
keluarga ataupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR 

17 Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

1 Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara baik.

Total nilai skala penerapan 9

Rata-rata 1,13

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,45

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang 
terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota 
Dewan Komisaris.

1 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan sangat 
baik

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota 
Komite sesuai ketentuan.

0 Tidak dinilai

Total nilai skala penerapan 0

Rata-rata 0,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0 Tidak dinilai

2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 
manajemen risiko.

0 Tidak dinilai

3 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan 
tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib 
kerja.

0 Tidak dinilai

Total nilai skala penerapan 0

Rata-rata 0,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1 Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi 
manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi 
BPR.

0 Tidak dinilai

Total nilai skala penerapan 0
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Rata-rata 0,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,00
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk 
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud 
dalam Risalah Rapat.

1 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, 
dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan 
atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang 
memiliki benturan kepentingan tersebut.

1 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan 
Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan 
BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3 Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan 
BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

1 Tidak terdapat Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan 
BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10
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Nilai Hasil 0,10
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi 
persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; 
dan
c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani 
penyaluran dana.

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan 
dengan perbankan.

1 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

3 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja 
kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif 
yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi 
operasional.

1 PT BPR KITA telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsu kepatuhan 
sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 036/SK/DIR/XII/2019 dan telah dilaporkan kepada 
OJK

4 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

1 PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan 
prosedur kepatuhan sesuai dengan aturan yang berlaku

5 BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi 
kepatuhan.

1 BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan Kode Etik kepatuhan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PR yang menangani fungsi Kepatuhan

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50
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Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-
langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain 
termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas 
lainnya.

1 Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu memastikan BPR telah memenuhi seluruh 
peraturan OJK dan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan tepat waktu 
kepada OJK  ataupun kepada Otoritas lainnya 

7 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk 
mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan 
pelatihan ketentuan terkini.

1 Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan 
BPR melalui sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan terkini dati OJK  ataupun Otoritas lainnya 
kepada seluruh pengurus dan karyawan PT BPR KITA 

8 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga 
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas 
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat 
kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. 

1 Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan pemantauan dan menjaga 
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK melalui 
penyampaian laporan tepat waktu dan tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang 
berlaku 

9 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

1 PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan , ketentuan 
sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK 
melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pejabat dan pegawai PT 
BPR KITA 

10 Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan 
melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan 
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai 
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

1 PE yang menangani fungsi kepatuhan senatiasa berusaha melakukan penyempurnaan 
kebijakan,ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan 
ketentuan OJK dan perundang-undangan

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 1 Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bank danBank akan terus berupaya menurunkan 
tingkat pelanggaran terhadap ketentuan 
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12 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama 
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan 
kepada Dewan Komisaris.

3 Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 
dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 

13 Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan 
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau 
keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan.

1 Tidak ada kebijakan/keputudan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau 
perundang-undangan dan apabila ada, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan 
menyampaikan kepada OJK dalam entuk laporan khusus 

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,67

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,17
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern.

1 PT BPR KITA telah memiliki 1 orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi 
intern sesuai dengan SK Direksi No 050/SK.DIR/XI/2020 dan telah dilaporkan ke OJK 

2 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan 
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan 
perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris.

1 PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki SOP 
satuam Pengawas Intern sebagai pedoman kerja dan telah disetujui oleh Direktur Utama

3 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja 
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

1 PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap 
satuan kerja operasional

4 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

1 PE  yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab 
langsung kepada Direktur Utama 

5 BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang 
melaksanakan fungsi audit intern.

1 Program rekrutmen sudah tertuang didalam SOP penerimaan karyawan dan untuk program 
pengembangan SDM Bank mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan sosialisasi dan 
pelatihan yang diadakan rutin setiap tahunnya 

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit 
intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang 
secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan 
masyarakat.

1 PT BPR KITA telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan kegiatan Bank 
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No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

7 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi 
audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): 
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2 Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak 
wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan 
Baik (nilai 2)

8 Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai 
dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, 
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

1 Fungsi Audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen 

9 BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara 
berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

1 Dalam rangka peningkatan mutu keterampilan SDM Bank selalu mengikutsertakan karyawan 
dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan zoom yang diselenggarakan oleh OJK,Perbarindo 
ataupun lembaga lainnya 

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,25

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,50

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada 
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi 
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1 PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan 
laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama  dan Dewan Komisaris

11 BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern 
dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan 
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok -pokok hasil audit intern kepada OJK 
stiap tahun secara tepat waktu

3Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:09:25 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 6

Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



4Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:09:25 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 6

Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
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12 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

2 kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

13 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif 
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA telah menyampaikan laporan pengangkatan PE yang bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK tanggal 26 November 2020 dan akan 
menyampaikan jika ada pemberhentian PE

Total nilai skala penerapan 5

Rata-rata 1,25

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,13
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 
memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar 
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan 
dengan KAP dimaksud.

1 Penugasan audit kepada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek legalitas 
perjanjian kerja, ruang lingkuo audit standar profesional akuntan publik dan komiunikasi antara 
OJK dengan KAP 

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik 
dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan 
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

1 PT BPR KITA menunjuk KAP Johan Malonda Mustika & Rekan dalam pelaksanaan audit laporan 
keuangan BPR tahun 2021 dan telah mendapatkan persetujuan RUPS

3 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas 
Jasa Keuangan.

1 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan 
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

1 Hasil Audit dan Management Letter yang disampaikan oleh KAP telah menggambarkan 
permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR 

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam 
ketentuan OJK 
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Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar 
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen 
Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 
rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab 
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

1 PT BPR KITA dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- telah menunjuk 1 orang PE 
yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungdi Manajemen Risiko sesuai dengan SK 
Direksi No.036/SK.DIR/XII/2019 tanggal 25 Desember 2019 dan telah melaporkan kepada OJK 

2 BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan 
penetapan limit Risiko.

1 PT BPR KITA telah memiliki pedoman Manajemen Risiko BPR 

3 BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko 
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

1 PT BPR KITA telah memiliki pedoman Produk dan Aktivitas baru sesuai ketentuan 

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Direksi: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara 
tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan 
Direksi.

1 Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan akan terus 
melakukan evaluasi terhadap penerapan tata kelola 
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5 Dewan Komisaris: 
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan 
Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan 
transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2 Komisaris telah mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko dan akan melakukan 
evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dan Penerapan Tata Kelola 

6 BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 
Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

1 Bank telah melakukan proses identifikasi , pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko 
terhadap seluruh faktor risiko 

7 BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 1 Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh

8 BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK 

9 BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen 
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

1 Bank telah menggunakan layanan SLIK dalam rangka mendapatkan informasi kredit dan 
layanan Dukcapil dalam rangka mendapatkan informasi kebenaran data kependudukan nasabah

10 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh 
jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan 
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

1 Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko dan peningkatan 
Kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi rutin 
setiap tahunnya

Total nilai skala penerapan 8

Rata-rata 1,14

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,46

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11 BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 Direksi telah melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko dan peningkatan 
Kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi rutin 
setiap tahunnya

12 BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2 Bank belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan apabila ada bank akan menyusun 
dan melaporkan kepada OJK sesuai ketentuan 

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 1,50

Bobot 0,10
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Nilai Hasil 0,15
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A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait 
dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, 
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai 
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

1 Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPK yang dituangkan dalam PKPB dan pemberian Kredit 
kepada pihak terkait sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 041/SK.DIR/XII/2019 yang telah 
dirubah menjadi SK No.001/SK.DIR/I/2021 tanggal 04 Januari 2021

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan 
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

1 Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan , sistem dan prosedur BMPK agar 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit 
besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

1 Proses pemberian kredit telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan selalu 
memperhatikan prinsip kehati-hatian

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian 
kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara 
berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai 
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA selalu menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait/kredit yang 
melampaui BMPK kepada OJK tepat waktu setiap bulannya 

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan.

1 PT BPR KITA tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
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Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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Form B.09.00
Faktor 9:  Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
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Form B.09.00
Faktor 9:  Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan 
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

1 PT BPR KITA telah menyusun RBB dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai 
dengan visi dan misi Bank 

2 Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan 
rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang 
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 RBB yang disusun oleh telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan renana 
bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai 
dengan ketentuan OJK 

3 Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka 
memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya 
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

1 RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham 

Total nilai skala penerapan 3

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha 
BPR;
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.

1 Penyusunan RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal , azas perbankan yang 
sehat serta penerapan manajemen risiko 

5 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana 
bisnis BPR.

1 Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB  dan telah 
menyampaikan laporan pengawasan RBB semester I tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 
berupa Hardcopy ke OJK dan Semester II tahun 2021 kepada ojk  pada tanggal 08 Februari 
2022 pertama kali secara Online APPOLO 

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA telah menyampaikan laporan realisasi RBB periode Desember 2021 kepada OJK 
pada tanggal 08 Februari 2022 pertama kali secara Online APPOLO 

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
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Form B.10.00
Faktor 10:  Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh 
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber 
daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, 
kini, dan utuh.

1 Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen 
yang memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten sehingga menghasilkan laporan 
yang lengkap,akurat, kini dan utuh

Total nilai skala penerapan 1

Rata-rata 1,00

Bobot 0,50

Nilai struktur 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi 
paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus 
dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA telah menyusun Laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan 
ketentuan OJK 

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi 
umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan 
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta 
seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK 

4 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau 
penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata 
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan 
penggunaan dana nasabah sesuai dengan ketentuan OJK 

5 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK

Total nilai skala penerapan 4

Rata-rata 1,00

Bobot 0,40

Nilai Proses 0,40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
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Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



2Tanggal Cetak Dicetak Oleh20/04/2022 10:11:54 WIB arei.padmawati@gmail.com dari 4

Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
 

:
 



No Kriteria / Indikator Skala Penerapan Keterangan

6 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit 
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta 
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1 PT BPR KITA telah membuat laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang 
ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama dengan jelas dan telah melaporkan 
kepada OJK serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK

7 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan 
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan 
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

1 PT BPR KITA teah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian 
pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu 

Total nilai skala penerapan 2

Rata-rata 1,00

Bobot 0,10

Nilai Hasil 0,10
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Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021

:
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Form B.11.00
Faktor 11:  Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Kita

Posisi Laporan                                    31 Desember 2021
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[ant( *E PTBANK PERKREDITAN RAKVAT KITA
JL RAYA DALUNG BUDUK NO 8X DALIJNG KIJTA UTAM BADUNG

'I€ epon:0361 9006959
website bp*ita com Ehail: bp.kila@qma .com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN
PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

oengan ini kami menyalakan bahwa:

Lapo6n Pen€rapan Tata Kelola
PI BANK FERKREDITAN RA(YAT KITA Tahun 2021

Telah disusun seslai deng€n kelenruan otorilas Jasa Keuanqan (OJK) sebaqai be.ikul

]Peral0hnolotasJasaKeUangan(P0JK)No'4/PoJK,03/20r
Ke ola basiBank Pedared 1an Ralqallanqqa 3r Marer 2015

2 Sural Edaran OJK (SEOJK) Nonor 24 / SE OJ k.03/2020 reiiahg Perubahan aras surar
Edaran otoilas Ja$ Keuangan Nomor s/sEoJK.03/2016lentang Penerapan Tala Kelota
bagi Bank PerkedRan Rakyaltanqqa t4 Desember2020

3 sural Eda6n oJK (sEoJK) No s/sEoJK03/2016lenlanqPenenpanTataKeotabasjEank
Perkednan Rakyarlansqa r0 Marel 20r6

Dem kian Laporan inidibuaryang menjadrqahbahi omh penerapan Tala (eto a PTBANK PERKREDTTAN
MKYAT KITA selama iahrn 202r Peierapan Tala Ketoa BPR yang batk diha.apkan dapal mendorcng
kineia perusahaan, melindunqi kepentingan pemahgku kepenlnqan islakehode6) dan mennskarkan
kep.luhah ierhadap kdenruan pe ndanq-undangan sena niaiillalerika yanq be aku umum diihdusri
Bank Perkred lan Rakyal (BPR)

K PERKREDI'TAN RAKYAT KITA

'{\/

lda Aw lndah Utami D€wi.SE.,M.Si



p!.!!!!i!e PTBANK PERKREDITAN MKYAT KITA
JL RAYA DALUNG EUDU( NO 8X DALUNG KUTA UTARA BADUNG

Tetepon:0361 9006959
Websiler bpftila com Email: bprkila@gmail.coh

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A HasilSelfAss.ssment

PT BAN( PERffiEDITAN MKYAT KITA

JL RAYA DALIJNG BUDUK NO 3X DALUNG KUTA UTARA BADUNG

Berdasarkan hasi penilajan sendii p€laksanaan GcG PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KITA Desehber
2021, disampaikan ha.hal beikut:

a NiaikohFosit GcG sebesar r.l dengai pEdikat sansatBa k(1)
b Niai maslno masinofakloradahh sebaoaib€rkut



Sanlldta PT BANK PERKREDITAN RAKYAT K]TA
JLRAYADALUNG BUDUKNO SXDAIUNG KITTA UTARA BADUNG

TeleDon:0361-9006959
Websitq bpdlla.com. Emai r bD*ila@qmailcom

B. Ringkasan Perhilungan Penilaian sendiri

aeILul 
".qrcscn 

l"s Pe rararc.ndn (<e a< 4 _-'
Desember 2021 sebaqai beikut:

Peierapai Tala Kelola periode lanoqal 31

1. Pelaksanaan Tlgas dan Tanqgunq Jawab Dteksi(NilaiS+ P+ H:1-25)

Peaksanaan lugas lan tangqung tawab Di.eksi lelah sesuaidengan k€lenluan yang ada dlmana PI
BPR KITA degah ModallntiKu6ng dai Rp 50M sldah hehllki2 orang Drcksi yanq seluruh anggoia
Direks benempat lingqal di kola yang sama dengan lokasi kantor pusal, tidak adanyd Engkap
labalan pada perusahaan lan adanya salah salu Direkslyang hehikihubunqan ke uarga lefqan
Komisars U1ama,lidak adanya DiEksiyang menqgunakan penasehal dan seluruh anggola Dir€ks
sudah luus uj kemampuan, keparulan yang relah diangkat melau RUPS sesuat sural OJK hohdr
s145/KR0312/202rpadalanqqal3rMarel202rpeahalpenqangkalankembaliAnggoyaDneksi
dan relah dibualkan aka diNolarls lPulu cand6,sll Nomor 23langgal22 Januari2022 diDenpasar
denqan masa beEkhn Akia langqdl22 Jaruati 2A21 Dalam proses Penerapan Tata K€ioa Dreksi
leah melaksanakan tuqas dan lanqqunqjawabnya s€na Dalam hasilpenerapan tata keloa Dreksi
sealu m€mperlanqolngiawabkan pelaks.naan tugas, menqkomunikasikan segaa kebrjakan dan
menyampaikai LapoEi penerapan Tala Kelob sesuaidefgan kelenluan yang ierdapal dalam poJK
62|POJK.03/2020 leniang Bark Petueditan Ral<yat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Kohisaris {Nilai S + P + H:1,44)

pelaksanaan lugas dan lahggunq jawab Dewan Komsars daam Sirukur dan lnfrasrrukl$ Tala
Kelola teah sesuaidenqan ketenluan dimana PT BPR KITA dengan modalrntik!€nq dariRp.50M
sudah memilrkr 2 orang Komrsaris yang tidak helahpaol Jum ah anqqoia Dreksi Dewan Komsars
lelah llLus uti kemampuan &n keFtulan yanq d angkat mela uj R!PS, salah satu Komisarrs di pT
BPR KTA benempal i nggal di Provinsi yang sama dengan lokasikantor pusallidak memiikirangkap
jabatah pada p€rlsahaai lain,adaiya hubunsan keluarqa Komsa s Utama densan D reklur yans
I'/embawahkan Fungs Kepaluhan yano selau beeedoman dehgai tata lertib yang mengalur elika
keia, wakl! keia dai Epa1. Daam Proses Pene6pan rata Keoa Dewan Komisa s melaksanakan
penqawasan,pengarahan seda memantau lerhadapluqas dah tanqquhqjawab DiEksi, hehberkah
masukai,selalu lenibal dalam peqambiian kep'nusan kesialan operasiona,menindak anjuliiemuan
audil,melakukan p€manlauan terhadaplaporan pelaksanaan lugas dan lanOgung jawab D reksiyanq
Membawahkan Fungs Kepaluhan dan rulin melaksanakanrapat Dewan Komrsars minima 4xdaam
1 lahun sesua denqan kelenluan yang ada dalam PoJK 62/POJKC3/2020 teniang Bank Pe*redlan

3. Kelehgkapahnan Pelaksanaan Tugas atau FungsiKomile (Nilai S + P

PT BPR KlrA ldak memilik Komile Audil Komile Pemantauan Risiko,
Nominas namun hanya memiliki Pejab6t Eks€kulif

+ H:0)

komite Remune66i dan

4. Penahganah Behturan Kepentingan (NilaiS + P+ H:1)

PT BPR K|TAiidak pe.nah menlambil iindakan yanq dapal merugikan, menqu€ng keunlunqan BPR
seda lidakierdapdhya lhnsaksiyanq m€nqandunq benlurah kepeiliiqart pada PT BPR KITA sesuai
densan ketenruan yanq ada dan sesuai denqan kebjakan slandar prosedur operasi penqaluran
bdlru.a, \dpdnr ngr.

5. Penerapan FsnqsiKepatuhan {Nilais+ P + H:1.07)

penerapan Funqsi Keparuhan daam srruklu dan lnfiasrruklur Tara Keola bahwa anqgota Direksr
yanq 

^lembawahkan 
FunqsiKeparuhan diPT BPR KllAlldak menanqanipenya uGn dana memaham
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berulperatuEn oJK, memilikil orang pejabat eks€kut(yanq menan!ani lunqsi kepaiuhan dan sudah
m€mlriki kebijakan ,ket€nluan senaselau menyempuhakan sidem maupun prosedu( Da am proses
penebpan Tata Kelola selalu helakukan upaya lercipiaiya budaya keparuhan BPR mela ui sosial sas
dan pelatihan sefia penyampaian pelapoGn seca6teparwahu kepada OJk Sedangkan da am Na6iL
penerapan Tala Kelo a sudah beialan sesuaidensan keientuah diihal daritldak adanya pelahqgarah
yanq dilakukan Bank dan ridak adanya kebtakan/ keputusan Direksi yans rvlembawahkan Funqsi

6. Penerapan Fungsi Audit lnteh (Nilai S + P+ H;1.13)

Penerapan Fungsi Audr lnren dalah slruh$ dan lnfraslruhur Tara Kelola PT BPR KTA rah
memiiki 1 orang PE yaoq benanqgunq iawab rerhadap pelaksanaan fungsi audit inteh yang
be(anqgung jaw6b leAadap pe aksanaan fungsi audt inleh. Dalah proses penerapan lala Xelola
Pl EPR KITA le ah menerapkan fungsiaudil int€rn pada se uruh aspekkegialan Aank,melaksanakan
penlngkalan mulu kereEmpilan SDM dalam keglaran sosialisasihaupui pelatihah lah Dalah hasl
penerapan Tata Kelola PE aud iitern benanggungjawab terhadap pelaksanaan fungs audlt serra
m€nyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok haslaudn kepada oJK selLap tahunnya

7. PeneEpan FunqsiAudil Ekstern (Nilai S+ P+H r1)

Penerapan Fungs Audil Ekstem da am struhurdan Intastruhu Tal6 Kelo ayang mana PT BPR k TA
meiuhjuk KAP Johah Maoida lviusr ka & Rekah dalah peaksanaai Aldn €huh 2020 sampal
sekaBnq dan penugasan audl kepada Akunlan Publk lelah mem€nuhi aspek aspek l€gailas
peGnjran ke{a sena meLapo an hasrla!!il KAP dan Manasemenl Lerrer posisi3l Desember202l
kepada OJK. S€danqkan dalam hasil peneGpan lala keola audit inlen telah menqgambarkan
pem6salahan BPR dan cakupan hasil audit lel6h le.uai dengan ruang lingkup audit 6ebagaimana
d arur dalah kerenrlai oJK

L Penerapan Manajemen RisikoTemasuk Sistem Pengendalian lntern (NilaiS + P+ H:1.11)

Penerapan Manajemen Risiko lemasuk si.lem pengendalian lnlern dimana PT BPR KITA telah
memlrk 1 orans PE yaiq benaissliqlawab terhadap peherapan FuqsiManajehei Risrko dan Bank
relah memilik kebijakan pbduk danakivitasbaru. Dalam pros€s pen€npan Tala Kelob Dneksilelah
menyusun alau frengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko te$adap peneEpan tala K€loa
sedanqkan Dewan Komisais akan meiakukan evaluasirerhadap penanqunqjawaban Dteksiledadap
peneEpan Tala Kelola. PT BPR (ilA telah menggunakan layanan sik dalam k.gka mendapalkan
infomasi kedil dan layanan Dukcapi daam mnqka mendapalkan inlormasi kebenaGn daia
kependudukah nasabah vanq termasukdalam peneGpan APIJ PPT dan dalam HasilPenerapan Tala
Kelola Bank 6lah menyussn laporan Protil Risiko sesuai densan keteniuan setiap lahunnya dan

a satas Makslhuh Pembenan Kredlr (NrlalS+P+ H 1)

Aabs Maksimum Pembe an Kredlt diPT BPR K|TAie*ait BMPKsudah ada dalam kebijakan PKPB
deigah sealu heakukan evallasi dah penqkinian kebijakah yang selalu memperhaiikan prinsip
kehali-harian sena PT BPR KTA sealu menyampaikan laporan pembe arkredit kepada pihak le*ait
yang melampaui BMpK kepada oJK sedangkan sampai lahun 202r belum ada pelanqqa6n danl
ard ITerd. pdu' BMPasesra'le1e l-onOJK

l0.iencana BisnisAPR Nilai S+P+ H : 1)

Rencana Bisnis BPR dalam strukur dan infraslruklurTata (elola diPTBPR KITA relah menyusln RaB
yang diserujui oleh Dneksi dan Dewan Komisa s sesoai denqan visi dan Misi Bank yang relah
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mengqambarkan r€ncana slraleqis jangka pantanq dan rcncana blsnis lahunan lemasuk rcncana
penyeesaian penasalahan Bank yans sqninkan dan jula dalam R8B reah drdukung sepenuhnya
oleh pemegang saham dimana Dewan Komisaris ielah m€lakuk6n penqawasan ledadap
pe aksanaan RBB dan melapo,kan kepada oJK

11. TransparansiKondisiKeuangan dan Non Keuangan (Nilai s + P + H:1)

ThnspahnsiKondisiKeuangan dan Non Keuangan sena pelaksanaan inrernaldiPT BPF (lTAl€ah
didukung oleh sisiem infomasimanaiemen yanq memadai sesuai lenoan kete nlu a n,te ah menyu sun
lapohn kelangan publikasidan lapoGn rahunan dalah prcses penerapai Tala Keola. Sedanqkan
daan hasi peneGpan PT BPR KTA ielah sesuai dengan kelentuan dimana apoGn rahunan
dlandalanganioeh Direksisena penyampaian aporan penanganan penqaduan dan peiyeesaan
p€ngaduan nasabah sesuai dengan keientuan s€caG lepat waktu

serdasa*an ana ss ierhadap seuruh kriteria alau rndkalor penilaan Peoe€pai r6la xeoa,

Fahor Pos lif Aspek slruklur Tala Kelola adalah Saik senahiiasa beaedofran pada v sidai M siyanq
re ah diletapkan senatuqas pokok dan fungslmasinq masing slruktu orqanisasilelah bedalan denqan
baik. sedanqkan dari sisi fahor heqanf aspek srrukur Tara Kelola bahwa salah salu Dewan Komisa s
oemiiiki hublnqan keuarga anlah komsaris llama dengan Direklur yanq 

^,lembawahkan 
Fungsi

Selanlutnya, fahor poslf aspek Proses Tala kelola yanu tuqas dan fungsida.isemua bagian sudah
druangkan seca6 tenu is dan dilaksanakan dengan baik. BPR senanliasa h€ndoroig budaya
Kepaluhan dan peninqkalan kesada6n isiko semenlara faL.or Neqalif aspek slruklur Tata Kelola
bahwa unluk mendukung iugas pengawasan Komisans dalam mengarahkan,memanla! dan
menqevaluasi peaksanaan kebjakan strateqi Bank sudah be4aan namum beum eleklil oleh karena
salah salu Dewan Komisa s berada di uar Provins Balidan saahsalunya lagi berada di wllayah Provlns
Balldmana Bagl Dewah Komisa s yang berada diwilayah ProvlnsiBallakan menqarahkan,mema.lau
dan menseva uasiledadap kebjakan sl.ales BPR se(a penaiggunqjawaban Direksldaan Penerapan
Tara Ke o a aqd kehadnan lebih dioplima kan sehinggalugas komisais menjadi ebih €leklit

selanjutnya, da ssifal{1orpostifaspekNasilTalaKelola bahwa Bank masih dapar beroperasi dengan
ba k dan dapar hehcelak kherlayang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat menqkover
polens k€rugian dan dikelola dengan baks€suaidengan skala usaha dan kompleksilasnya. Sedahqkah
dar sis aspek regatlaspek Proses lala (elolaadaah laporan peaksanaan lugas dan langqunqjawab
secara berkala oirekur v lFK keFda Direko Uiaha dan Dewan Kohisais beluh te aksana dimana
Direklur YMFK akan menyusun laporan p€ak6anaan lugas dan tanggunqiawab secara be*ala kepada
Dnekur Utama dan Dewan Komisarls unruk seliap rahunnya palinq lahbdr Aguslus 2022 unluk
h€hperku6l penerapan Tata Kel.la d PT 8PR Kl-rA
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